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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada hakikatnya hukum merupakan prinsip dasar yang mengatur segala 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari amanat pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Oleh karena 
konsekuensi yuridis atas adanya hal tersebut maka seluruh penyelenggaraan 
kekuasaan negara, baik itu kekuasaan pembentukan peraturan perundang-
undangan dan berbagai pelaksanaan kekuasaan lainya dalam peraturan negara 
haruslah berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi guna terlindunginya hak 
hak konstitusional warga negara.  
Sebagaimana perubahan UUD NRI 1945 yang menetaskan ide 
pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang 
selanjutnya disebut MK RI) adalah sebagai alasan fundamental untuk 
menjalankan mekanisme dalam mengontrol pelaksanaan UUD NRI 1945 
dalam bentuk Undang-undang.1 Sebagaimana amanat dari pasal 24C ayat (1) 
UUD NRI 1945 yang ditegaskan kembali oleh dalam pasal 10 ayat (1) huruf a 
sampai d Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi 
yang memberikan kewenangan kepada MK RI yakni dalam hal menguji 
Undang-undang terhadap UUD NRI 1945; memutus sengketa kewenangan 
 





lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; 
memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. Serta memberikan kewajiban kepada MK RI dalam 
memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil 
presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengihanatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, atau 
perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden 
dan/atau wakil presiden sebagai mana dimaksud dalam UUD NRI 1945, hal ini 
sebagaimana termaktub dalam pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 
MK.  
Oleh karena itu berdasarkan kewenangan-kewenangan yang telah 
diberikan, MK RI diamanatkan untuk mengawal Konstitusi, yang mana dalam 
hal ini MK RI disebut sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 
constitution). Yang selanjutnya memberikan konsekuensi yuridis dalam 
fungsinya yakni sebagai penafsir konstitusi (the sole of interpreter of the 
constitution).2 Konstitusi yang merupakan kristalisasi norma hukum tertinggi 
memiliki salah satu fungsi fundamental sebagai pengatur dalam melindungi 
hak asasi manusia yang selanjutnya menjadi hak konstitusional warga negara.3 
Oleh karena itu sudah sepatutnya negara dalam hal ini haruslah melaksanakan 
pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat disertai batas-batas kekuasaannya 
secara hukum yang bertujuan untuk teraihnya kepentingan dan kemaslahatan 
rakyat secara holistik.  
 
2Ni’Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 
hlm 216. 
3 Jimly Asshiddiqie., Op.Cit, hlm 37 
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Oleh karena itu MK RI bukan hanya mempunyai satu fungsi dalam  
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), namun juga memiliki 
fungsi lain yakni sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), 
serta pelindung hak asasi manusia(the protector of human right).4 Hal ini juga 
dijustifikasi oleh Jimly Assiddiqie bahwa unsur mutlak dalam negara hukum 
adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia.5 Pengaturan tentang jaminan 
perlindungan hak asasi manusia dalam rangka pemenuhan hak-hak 
konstitusional warga negara telah diakomodir dalam pasal 28A sampai 28J 
UUD NRI 1945.  
Namun, menggaung-gaungkan serta mengagung-agungkan hak asasi 
manusia tanpa tersedianya upaya-upaya hukum yang cukup dalam 
perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu kemunafikan terhadap 
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara itu sendiri.  
Salah satu contohnya adalah, MK RI hanya mempunyai kewenangan dalam 
menguji Undang-undang terhadap UUD NRI 1945 saja yang dalam hal ini 
adalah pengujian konstitusionalitas norma hukum, yang artinya menguji 
konstitusionalitas dari norma dalam undang-undang terhadap konstitusi. 
Namun tidak mempunyai kewenangan lain yakni dalam pengujian 
konstitusionalitas perbuatan,  yang sebagai bentuk pengaduan masyarakat 
terhadap perlakuan lembaga publik yang senyata-nyatanya telah mencederai 
hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh 
konstitusi.  
 
4 Ibid, hlm 19 




Sebagaimana telah disinggung diatas, tugas dari MK RI dalam 
pengujian konstitusional (constitutional review) adalah untuk melindungi 
setiap individu-individu warga negara dari penyalahgunaan kewenangan-
kewenangan lembaga-lembaga negara terhadap hak-hak fundamental yang 
dijamin oleh konstitusi.6 Sejatinya konsep pengujian konstitusional yang 
dilakukan oleh mahkamah konstitusi merupakan suatu konsep yang lahir dari 
hasil perkembangan gagasan modern mengenai sistem pemerintahan yang 
dilandaskan oleh ide-ide negara hukum, prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, 
dan perlindungan dan pemajuan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dua hal 
yang disebutkan terakhir yakni prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan 
perlindungan hak asasi manusia tersebutlah yang hingga kini menjadi syarat 
mutlak dari sebuah negara hukum.7 
Maka dari itu konsep dari pengujian konstitusional baru akan terlaksana 
secara maksimal manakala perlindungan hak konstitusional warga negara juga 
dilaksanakan secara maksimal. Bentuk dari perlindungan hak konstitusional 
secara maksimal tersebut tidak hanya dalam pengujian konstitusionalitas 
norma hukum saja melainkan juga harus dilakukan dalam hal pengujian 
konstitusionalitas perbuatan, yakni manakala setiap warga negara yang hak 
konstitusionalnya dilanggar oleh lembaga-lembaga pemegang kekuasaan 
dalam sebuah negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif atau pejabat 
publik, maka haruslah tersedia upaya hukum (legal remedy) untuk 
mengadukan pelanggaran tersebut melalui pengadilan.8 
 
6 I gede dewa palguna, 2013, pengaduan konstitusional upaya hukum terhadap pelanggaran hak-





Oleh karena itu untuk salah satu upaya untuk mengakomodir 
perlindungan hak-hak konstitusional warga negara terhadap pelanggaran-
pelanggaran lembaga publik yakni dengan menghadirkan sebuah konsep baru 
yang ada dalam tubuh MK RI dengan memperluas kewenangannya untuk 
mengadili sebuah pengadilan konstitusional (constitutional complaint).9 
Konsep constitutional complaint itu sendiri merupakan sebuah pengaduan atau 
gugatan yang dilakukan oleh perorangan ke MK RI terhadap perbuatan 
dan/atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya 
hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. 
Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan oleh pemerintah (eksekutif), 
lembaga perwakilan (legislatif), maupun mahkamah agung (yudikatif) yang 
bertentangan dengan amanat konstitusi.10 Merujuk pada negara lain, lazimnya 
constitutional complaint itu sendiri baru mulai dapat diterima oleh mahkamah 
konstitusi manakala segala upaya hukum (legal remedy) melalui jalur peradilan 
yang tersedia bagi persoalan tersebut sudah tidak ada lagi.11 Pun objek dari 
constitutional complaint itu sendiri ditujukan kepada lembaga-lembaga 
pemerintahan, putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan. 
Namun yang perlu menjadi catatan di sini adalah mahkamah konstitusi hanya 
menguji sebatas kesesuaian terhadap konstitusi, sedangkan penilaian terhadap 
fakta-fakta dan masalah-masalah hukum lainya tetap merupakan kewenangan 
dari pengadilan-pengadilan lainya. Sehingga dalam hal ini, apabila tidak ada 
 
9Mukhlish, “Constitutional complaint: Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Warga 
Negara,” terdapat dalam http://mfile.narotama.ac.id. Diakses terakhir tanggal 31  maret 2020 
10I Dewa Gede Palguna, op.cit hlm 1 
11 Ibid., hlm 2 
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pelanggaran-pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara maka 
mahkamah konstitusi terikat oleh putusan pengadilan-pengadilan tersebut.12 
Constitutional complaint itu sendiri sejatinya bukanlah hal yang baru 
dinegara lain maupun di Indonesia. Sudah banyak yang membahas mengenai 
Constitutional complaint agar di implementasikan khususnya di Indonesia 
sebagai alternatif perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Namun 
di Indonesia sendiri tidak secara tegas memberikan kewenangan Constitutional 
complaint kepada MK RI dalam UUD NRI 1945, oleh karena itu warga negara 
yang mengadukan hak-hak konstitusionalnya yang terlanggar oleh lembaga 
publik ke MK RI berujung kepada penolakan permohonan pengujian 
sebagaimana salah satunya dapat kita lihat pada putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 62/PUU-XIV/2016 yang secara tegas dalam amar putusannya menolak 
permohonan pemohon karena MK RI tidak mempunyai kewenangan  dalam 
melakukan Constitutional complaint. Hal ini dijustifikasi oleh mantan hakim 
MK RI H.M Laica Marzuki, bahwa MK RI belum dapat menampung dan 
menyalurkan keluh kesah (personal grievance) sebagai upaya hukum luar biasa 
dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu warga negara, 
karena MK RI tidak mempunyai wewenang untuk itu.  
Dalam konteks historis, negara yang pertama kali (pionir) 
mempraktikkan Constitutional complaint adalah negara Jerman, yang secara 
tegas diatur dalam konstitusinya (Bundesverfassungsgerichts). Lebih lanjut apa 
bila kita melakukan study comparative dengan negara lainya yang juga telah 





konstitusinya,  yakni dibenua Afrika, salah satu negara yang mempunyai 
mahkamah konstitusi yang telah terlebih dahulu mempraktikkan kewenangan 
Constitutional complaint yakni Afrika Selatan. Sedangkan di Asia, Korea 
selatan adalah negara yang sudah lama telah menerapkan Constitutional 
complaint (HUN-MA dan HUN-BA) sebagai salah satu kewenangan 
mahkamah konstitusinya yakni tepatnya pada pasal 68 ayat (1) dan (2) the 
constitutional court act of korea sebagai garda terdepan dalam melindungi hak 
hak konstitusional warga negara Korea selatan.13 Namun dalam konteks 
perlindungan hak konstitusional, Indonesia sendiri tertinggal dalam upaya 
perlindungan hak konstitusional warga negara dikarenakan belum adanya 
kewenangan Constitutional complaint  dalam tubuh lembaga yudikatif di 
Indonesia terlebih lagi dengan banyaknya perkara yang secara substansial 
merupakan suatu bentuk pengaduan konstitusi Constitutional complaint.  
Padahal sejatinya apabila konsep Constitutional complaint diterapkan 
di Indonesia akan semakin memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional 
warga negara. Karena  dalam koridor negara hukum, Constitutional complaint 
memiliki makna penting yaitu berkaitan dengan kedudukan warga negara 
dalam sebuah negara, yang secara mutatis mutandis, setiap warga negara dalam 
hukum modern yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan 
sesungguhnya yang berasal dari rakyat. Sebagaimana negara hukum yang 
mencita-citakan keadilan bagi seluruh warga negara dan mendambakan 
terwujudnya supremasikonstitusi khususnya dalam konteks perlindungan hak 
konstitusional warga negara, maka seyogyanya pengadopsian mekanisme 
 
13Ibid,. hlm 65 
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Constitutional complaint  menjadi salah satu kewenangan MK RI, merupakan 
salah satu perwujudan dalam menggapai tujuan negara. karena implementasi 
Constitutional complaint di Indonesia merupakan suatu penghormatan serta 
wujud nyata dalam pelaksanaan perlindungan maksimum terhadap hak-hak 
konstitusional warga negara. 
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 
untuk menyelami lebih dalam untuk menganalisis serta mengkaji tentang 
Constitutional complaint sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga 
negara dalam perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia.  
B. Rumusan Masalah 
1. Apa urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia dalam menguji constitutional complaint di Indonesia ? 
2. Bagaimana konsep ideal constitutional complaint sebagai kewenangan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di masa yang akan datang ? 
C. Tujuan Masalah  
1. Mengetahui dan mengkaji urgensi perluasan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji constitutional complaint di 
Indonesia 
2. Mengetahui dan mengkaji konsep ideal constitutional complaint sebagai 
kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di masa yang akan 
datang 
D. Manfaat  
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Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagi penulis 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 
rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, 
mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada 
umumnya 
2. Bagi Lembaga Legislatif 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
Badan Legislatif bahwa pentingnya sebuah regulasi baru atau yang 
mengatur mengenai Constitutional complaint  
3. Bagi Mahkamah Konstitusi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat melindungi hak 
konstitusional warga negara secara maksimal, sebagaimana dalam 
prinsip negara hukum  
4. Bagi Masyarakat 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat hal 
mendapatkan informasi agar mampu untuk berpikir dan berpendapat 
kritis dalam hal alternatif penegakkan hak-hak konstitusional masyarakat 
melalui constitutional complaint  
E. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini berguna sebagai referensi dengan harapan untuk 
mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara 
maksimal dan perluasan kewenangan MK RI dalam melakukan Constitutional 
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complaint segera dilaksanakan. Kedua hal tersebut urgensi yang sangat penting 
mengingat perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi aspek fundamental 
dalam negara hukum. Oleh karena itu MK RI yang memiliki fungsi dalam  
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution),  dan pengawal demokrasi 
(the guardian of the democracy), serta pelindung hak asasi manusia (the 
protector of human right) dapat secara maksimal menegakkan hukum sebagai 
konstruksi perlindungan hak konstitusional warga negara dalam rangka 
penyelesaian pelanggaran hak konstitusional warga negara  
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas 
pendekatan-pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan 
komparatif (comparative approach).14 Pertama, menggunakan pendekatan 
konseptual (conceptual approach) , pendekatan ini diterapkan karena 
pendekatan ini menjadi peting sebab pemahaman mengenai pemahaman serta 
doktrin/doktrin  akan menjadi pijakan utama  dalam mengonstruksikan 
pemahaman yang terkait dengan obyek penelitian. Kedua, pendekatan 
komparatif (comparative approach), pendekatan ini dilakukan dengan 
membandingkan berbagai peraturan-peraturan hukum di suatu negara dengan 
negara lainya, perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan atau 
perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.  
2. Jenis Bahan Hukum 
 




Bahan hukum penulisan hukum ini meliputi: 
a. Bahan Hukum Primer 15 meliputi: Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang no. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang no. 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah 
b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-
jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun 
Online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
c. Bahan Hukum tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-
lain. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data dalam proposal penulisan hukum ini penulis 
menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data akan 
dijadikan dasar sebagai landasan untuk mengkaji, menelaah, mengelola data 
secara sistematis. Dengan merujuk pada bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, 
dokumen-dokumen resmi guna mendapatkan teori-teori yang menyangkut 
tentang kekuasaan lembaga negara. Data tersebut disusun secara mendalam 
 




dan sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang mendekati kebenaran dan 
kelengkapan teori dari klasifikasi yang dilakukan secara kualitatif16 
4. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 
pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di 
dalam undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan 
dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan 
hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah 
kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan 
mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap 
permasalahan yang dimaksud. 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan penulisan hukum ini terbagi dalam 4 bab dan 
masing-masing bab terdiri atas sub yang berguna untuk mempermudah 
pemahaman. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:  
Bab I : Pendahuluan  
Dalam Bab pendahuluan ini terbagi dalam beberapa sub bab yang 
diantaranya; 1) latar belakang merupakan penjelasan dan pengantar dalam 
permasalahan yang diangkat oleh Penulis. 2) Rumusan masalah dibagi menjadi 
dua permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. 
3) Tujuan penulisan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh 
 
16 Lexi Moeloeng. 2000. Metode Penelitaian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya. hlm 2 
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Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. 4) Manfaat penulisan terdiri dari 
aspek teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa 
saja dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini. 5) 
kegunaan penulisan merupakan bentuk aspiratif yang diharapkan memberikan 
wacana baru bagi para pemangku kepentingan untuk dapat merumuskan 
konsep dan teknis. 6) Metode Penulisan yang digunakan oleh Penulis ialah 
pendekatan yuridis normatif. 
Bab II : Tinjauan Pustaka  
Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa variabel untuk 
memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam tinjauan pustaka, 
terdiri dari batasan yang dibuat oleh Penulis dengan menggunakan beberapa 
variabel yang akan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada berserta 
pendapat ahli yang akan didapatkan oleh Penulis dalam penelitian kepustakaan. 
Tinjauan pustaka yang dipakai untuk menunjang adalah tinjauan umum tentang 
negara hukum, , tinjauan umum tentang konstitusi dan hak konstitusional, 
tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang 
kewenangan mahkamah konstitusi, tinjauan umum tentang constitutional 
complaint.  
Bab III : Pembahasan  
Dalam Bab ini menunjukkan inti dari penulisan hukum yang dibuat 
oleh Penulis. Bab ini akan menguraikan tentang gambaran mengenai 
pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai dengan 
sumber yang didapatkan oleh Penulis. Rumusan masalah yang menjadi fokus 
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utama penelitian penulis adalah untuk mengelaborasi serta menjawab tentang  
urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji 
constitutional complaint di Indonesia dan bagaimana konsep ideal 
constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di masa 
yang akan datang.  
Bab IV : Penutup 
 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 
berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran 
penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta 
berisikan saran atau rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi 
masukan yang bermanfaat bagi semua pihak 
  
